
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

Mengingat 

e ara s a ex 1 Kewas a aa Daerah 
Kabupate / ta sebagai Per iapa Pelak anaan Adaptasi 
Kebias an Baru untuk Pencegahan dan Peng ndalia Corona 
Virns Disease JO 19 ( CO VID-1 9); 

b. ba wa dala ang a elaksana an eput sa Me teri dan 
Per ra Gu ern bagaima a imaksud pada huruf a 

ips dan erlu . s pedo a pelak naan ya; 
c. bahwa ber asarkan pertimba gan ebagaimana dimaksud 

alam huruf a, perlu me ta kan era uran Bupati 
Tasi mala a tentang Pedo an Pembat san osial Bersekala 
Bes r se ra oporsiona sebagai Per iapan Pelaksanaan 
Adaptasi Kebi saan B ru tuk Pencegahan dan 
Pengendalian orona Vi s Disease 2019 di Wilayah 
Kabu paten Tasikma ya; 

erat an Gu ern 
g Pedo an Pembat san 

da am rangka 
01 (COVID 

or 46 Tahun 
Besar 

ers a a esar i 

Menimb ng : a. bahwa dalam rangka percepatan nanganan Coro a Virns 
Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa Bar t, telah 
ditetapkan Keputusan Mente · Kesehatan Nomor HK. 1.07 / 

"ENKES/289/2020 t ntang Penetapan Pembatasan Sosial 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 45 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSEKALA BESAR 
SECARA PROPORSIONAL SEBA AI PE A A P LA ANAAN 

ADAPTASI KEB SAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN P 
CORONA VRUS D SEA "'E2 19 

DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
DENGAN RAHMAT TUH N YANG MAHA ESA 

BUPATI ASI MALAYA, 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme 
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Re lik do esia Nomor 5587), sebagaimana elah diubah 
bebe a a kali terakhi dengan Undang-Undang omor 9 
Tah n 2015 ten ang Pe bahan Ked a ata Undang-Undang 

omor 23 Tahun 2014 tentang P merintah n Daerah 
(Lemba a egara Re ublik Indonesia Tahu 2015 
Nomor 58, ambahan Lembaran Negara Republi Indonesia 
Nomor 5679); 

6. U dang-Undang omor 30 Tahun 2014 tentang dministrasi 
Pe eri taha (Lembaran Negara Republik I do e ia Tahun 
2014 omor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indone ia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang omor 6 Tahun 20 8 tentang Kekaran 
tinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

pub 'k Ind nesia Nomor 6263) ; 
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 ten ang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem K uangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Pereko 
nomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485); 

4. U ndang-U ndang omor 36 Tahun 2009 tentang Kes a tan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia 
Nomor 5063); 

dan Kabu-paten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 3273); 

3. Unda g-Un g omor 24 Tah n 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia t hun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Repu lik Indonesia Nomor 4723); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 
1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penye 
lenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Npomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Vims Disease 2019 ( COVJD-19) 
Lemb an egar Rep blik In o esia Tahun 2020 

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia 
Nomor 6487); 

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2 18 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada ndisi 
Tertentu (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 
Togas Percepatan P nanganan Corona Vint Di e e 2019 
(COVJD-19) sebagaimana telah diubah dengan Ke utusan 
Presiden N mor 9 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden 

o 7 T 2020 e g G T a P J cepatan 
ena anan Corona Vims Disease 20 9 ( CO D-1 ) ; 

4. Kep t san P esiden mor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Cor na Vims 
Disease 2 9 ( CO VID- 9); 

15. Keputusa Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Benca a Nonalam Pa demi Coronavirus Diseas 
2019 (Covid-19) Sebagai Bencana a ional; 

1 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang 
Penangg langan Penyaki Menular (Beri a Ne ara Republik 
Indonesia Tahun 2014 omor 1755); 

17. Peraturan Menteri Kesehatah Nomor Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembata an Sosial Berskala B sar Dalam Rangka 
Per epat n Penanganan Corona Vims Disease 2019 
( COVJD- 9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 326); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/ 
104/2020 tentang Penetapan lnfeksi Novel Coronavirus 
Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit 
yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggu 
langannya; 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabu paten Tasikmalaya. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL 
BER EKAL ESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI 
PERSIAPA PELA SANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK 
PENCAGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 
2019 DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 

MEMUTUSKAN: 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / MENKES/ 
289 /2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Perce 
patan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O 1.07 /Menkes/ 
328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja 
Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keber 
langsungan U saha pada Situasi Pandemi; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 
2020 tentang Pedo an Tatanan Nomor Baru Produktif dan 
Aman Co on irus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah; 

23. Peraturan Gubem r Jawa Barat Nomor 36 hun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besa lam 
Penanggulangan Coronauirus Disease-] 9 (Covid-l / di 
Wilayah Provinsi Jawa Barat; 

24. Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor 443/ ep. 259- 
Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pemba asan Sosial 
Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus D' e e 2019 
(C ID-19); 

25. Peratura Daerah Ka upate Ta ikmalaya om r 1 Tahun 
20 6 tentang Tata Cara Pembentukan Pro k Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah K bupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 No or 1); 

26. Perat ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Norn r 3 Tahun 
2 6 tentang Ur an Pemerin ahan a g Menjadi 
Kewenangan Pem rintahan Daerah Kabupaten . a ikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ta un 2016 
Nomor 3); 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Gugus Togas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tasikmalaya 

yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten Tasikmalaya adalah tim 
yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan 
COVID- l 9 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, 
masyarakat, dan media. 

5. Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional yang selanjutnya 
disingkat PSB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 
wilayah yang didu t infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sedemikian rupa dalam upaya percepatan penanganan ovid-19 yang 
mendukung keb rlangs ngan perekonomian masy a at yang 

n i ergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. 
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah 

penyakit menular yang disebab an oleh jenis coronauirus yan baru 
ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya 
ti ak dikenal sebelum terjadi waba di Wuhan, Tiongkok, hula D sember 
2019. 

7. Ad ptasi K biasaan Baru yang s lanjutnya disebut AKB adal upaya 
perce atan penanganan Covid-19 yang mendukung e erlangsungan 
per k no ian ma rakat y g men inergikan aspe eseha an, s sial, dan 
eko omi. 

8. Orang Dalam e antauan ang selanj tnya disingkat O P adalah orang 
ya mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gang u n sistem 
pe apasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk da tidak ada penyebab 
lain berdas kan ga baran klini yang meyakinkan dan pada 14 (empat 
bela ) ari e a ir seb lum · bul gej a memi iki i aya p rjal nan atau 
tin al di egara/wila ah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki 
riwayat k ntak de gan kasus konfirmasi ovid-19. 

9. Pasien alam Penga asan yang selanjutnya disingkat PD adalah orang 
yang mengalarni demam atau riwayat demam disertai batuk/ sesak 
nafas/s kit tenggorokan/pilek/pne monia ringan hingga be at dan tidak 
ada peny bab lain berdasar an gambaran klinis yang meyakinkan dan 
pada 14 (emp t be as) hari terakhir sebelum timbul geja a memiliki riwayat 
perjalanan atau tingga di negara/wilayah yang melaporkan transmisi 
lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19. 

10. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang 
yang tidak bergej ala dan memi iki risiko tertular dari orang konfirmasi 
Covid-19. 

11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya. 

12. Kormobid adalah istilah dalam dunia kedokteran yang menggambarkan 
kondisi bahwa ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utamanya. 
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Protokol kesehatan berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam 

daerah; 
b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid) 

dianjurkan untuk melaksanakan isolasi; 
c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan 

pengaturan sebagian poliklinik ra at jalan dibuka an awat inap beroperasi 
secara nor al; 

d. fas' i as kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiata de gan jam 
o era ional secara normal, de gan pembatasan jumlah en njung 
sebanyak 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasie , dan 

e buka semua jenis layanan kesehatan; 
e. a ti itas perkantoran dilaksanakan dengan pembatasan jam perasional 

n rm 1 dan dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pega ai bekerja 
de g sistem Work From Home (WFH}, dan menerapkan jad al piket 
pegawai; 

f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50o/o (lima puluh persen) dari 
fasilit s ayanan hotel; 

g. ak ivitas er a kan dilaksanakan dengan pembatasan iam op ra ional dari 
jam .00- 4.00 WIB dan melayani t ansaksi secara daring dengan 
ketent an 0°/o a pu p en) peg i be erja de g istem Work 
From Home (WFH), dan menerap an jadwal piket pegawai, serta embatasi 
jumla peng njung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas 
ban u an; 

h. kecuali wisata air (an ara lain olam re ang dan pantai), aktivitas di lokasi 
wisata d pat dilaksan an dengan jam operasional dari jam 6.00-16.00 
WIB, de 0an j mlah p ng njung ebanyak 30°/o iga pul ersen) dari 
kapasitas; 

1. aktivitas in u tri manufa tur dapat dilaksanakan deng n me batasi jumlah 
pekerja ti ak lebih da i 75% ( juh puluh lima perse ) dari kapasitas 
gedung; 

J. aktivitas di war ng m kan/restoran/cafe denga pembatasan jumlah 
pengunjung sebanyak 50°/o (lima puluh per en) dari okupansi meja (secara 
bergan tian); 

k. aktivitas di mall/supermarket/mi imarket dilaksanakan dengan membatasi 
jam operasional dari jam 09.00-21.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi 
sebanyak 50°/o (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung (secara 
bergantian); 

1. aktivitas di pasar tradisional dengan pembatasan jumlah pengunjung 
sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar (secara bergantian); 

m. aktivitas pedagang kaki lima dapat dilaksanakan secara normal; 
n. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring; 

Pasal 2 

BAB II 
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA AKB 
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Pasal 5 

( 1) Setiap penyelenggaraan kegiatan s bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib 
menerapkan protokol kesehatan. 

(2) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib 
membuat penyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan. 

(3) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol 
kesehatan dan ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi administratif. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Bupati. 

v 
SANKS I 

Pasal 4 

(1) Monitori g dan evalu si di kukan d lam rangka menilai ke erhasilan 
pelak anaan persiapan KB. 

(2) Monit ri g dan eval a i ebagaim na dimaks d pada ayat ( ) dilakukan oleh 
Gugus as sesuai ke enangannya. 

BAB IV 
MO O I GD EVALUASI 

( 1) D la rangka pengendalian dan penanganan pelaksanaan persiap AKB, 
B pati meli atkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Ke olisian 
Ne ar Republik Indonesia (POLRI). 

(2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Tasikmalaya untuk 
mel sanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan per ia an AKB 
seb gaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan k butuhan, 
dilaku an e es aian personalia Gugus Togas. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN 

Pasal 3 

o. aktivitas di area publik yang dapat dilakukan: 
1. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Gugus Tugas semua 

tingkatan; 
2. terminal/stasiun, dengan pembatasan jam operasional dan jumlah 

pengunjung sebanyak 70°/o (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung; 
dan 

3. kegiatan ibadah di lingkungan masing-masing; 
p. aktivitas pembangunan dapat dilaksanakan secara normal; dan 
q. aktivitas transportasi publik dapat dilaksanakan dengan pembatasan jumlah 

sebanyak 70°/o (tujuh puluh persen) dari kapasitas penu pang. 
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BERITA DAERAH KABUPATE TASIKM LAYA TAHUN 2020 NOMOR 45 

MO 

AYA, 

Diunda g an di Singaparna 
pada t ggal 29 

D · apka i Si gaparna 
pada tanggal 29 lo1ei 2020 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

BAB VI 
KETENTUA:N PENUTUP 

Pasal 6 

( SJ Format surat perrryataan kesanggupan memerruhi protokol kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan 
Bupati ini. 
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